
 

 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 42 TAHUN 2019 

 

TENTANG  

 

PENANDATANGANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

SECARA ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi 

kependudukan secara terpadu dan transparansi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan 

yang lebih jelas; 

b. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 

yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang mempengaruhi 

bentuk perbuatan hukum; 

c. bahwa sebagai upaya untuk memperlancar hak dan 

kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta 

terwujudnya tanggung jawab Pemerintah dalam 

perkembangan pelayanan publik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penandatangan Dokumen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Elektronik 

Tahun 2019. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736); 

4. Peraturan Presiden Nomor  96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 184); 

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 

secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 257); 

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

119); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara 

Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

152); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANDATANGAN 

DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SECARA 

ELEKTRONIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, 

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.  

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya.  

3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan 

dan/atau didengar melalui Komputer atau system elektronik, termasuk tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, Kode akses, Simbol atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  

4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh 

penyelenggara Negara, orang, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.  

5. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut 

Pelayanan Administrasi Daring adalah proses pengurusan dokumen 

kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan 

media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, 

komunikasi dan informasi.  

6. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait 

dengan Tanda Tangan Elektronik. 

7. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang 

berdiri sendiri atau dalam jaringan.  

8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan 

publik. 
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9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 

adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, 

dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik. 

10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk 

sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.  

12. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut 

Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain.  

13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 

seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil. 

14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota atau unit pelaksana 

teknis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan 

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

15. Naskah Dinas Elektronik adalah Informasi yang terekam dalam media 

elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau diterima 

oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dilingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan pemerintah daerah sesuai tugas fungsi penyelenggaraan 

administrasi kependudukan.  

16. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut Atandie 

adalah suatu sistem pengelolaan  naskah dinas, yang dibangun dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.  

17. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan 

yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi 

atau autentikasi. 

18. Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak 

terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE.  
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19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut 

Disdukcapil adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang 

membidangi urusan administrasi kependudukan. 

20. Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi 

kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang 

berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.  

21. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama 

adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi 

pratama atau eselon II yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap 

pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.  

22. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara menduduki 

jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggung jawab memimpin 

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan.  

23. Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil Negara yang menduduki 

jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.  

 

Pasal 3 

Pemanfaatan teknologi TTE dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum 

dalam hubungan antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat. 

 

Pasal 4 

Pemanfaatan teknologi TTE dilaksanakan dengan tujuan: 

a. mempermudah pelayanan; 

b. mempercepat penyelesaian dokumen; 

c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pelayanan Publik; dan 

d. memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Pelayanan 

Publik. 

 

BAB II 

TTE 

 

Pasal 5 

TTE dinyatakan sah selama memenuhi kekuatan dan akibat hukum sebagai 

berikut: 

a. data pembuatan TTE terkait hanya kepada Penanda Tangan; 

b. data pembuatan TTE pada suatu proses penandatanganan elektronik hanya 

berada dalam kuasa penandatanganan; 

c. sejak perubahan terhadap TTE yang terjadi setiap waktu penandatanganan 

dapat diketahui; dan 

d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan tetap 

memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 
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Pasal 6 

(1) Setiap petugas yang terlibat dalam TTE berkewajiban memberikan 

pengamanan atas TTE yang digunakan. 

(2) Pengamanan TTE sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sekurang-

kurangnya: 

a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 

menghindari penyalahgunaan secara tidak sah terhadap data terkait TTE; 

dan 

c. Penanda Tangan tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang 

dianjurkan oleh penyelenggara TTE ataupun cara lain yang layak dan 

sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang Penanda 

Tangan dianggap memperlancar tanda tangan atau kepada pihak 

pendukung layanan TTE jika: 

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah dibobol; 

atau.  

2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan 

risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan TTE. 

(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum 

yang ditimbulkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN TTE 

 

Pasal 7 

Penyelenggaraan TTE meliputi: 

a. Sekretaris Daerah Kota Samarinda; 

b. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda; 

c. Sekretaris Disdukcapil Kota Samarinda; 

d. Pejabat Administrator yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan; 

e. Kepala UPT Disdukcapil jika ada; dan 

f. Pejabat Pengawas yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

                  ttd 

 

    H. SYAHARIE JA’ANG 

 

 

Diundangkan di Samarinda 

Pada Tanggal Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

                            ttd 

 

            H. SUGENG CHAIRUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 43. 

 
      Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

      Plt. Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 
    H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si. 

       NIP. 196109201990031006 

 
 


